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Abstract

This study explores the dynamics of political communication in the appointment and election system of
traditional leadership (Raja) in the indigenous community of Negeri Hitumessing, Maluku, as a form of power
negotiation within adat structures. The research is grounded in the significance of understanding political
communication processes within a sociocultural space that retains strong traditional values while being
influenced by modernity. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through
interviews, observations, and documentation involving community leaders, adat authorities, religious figures,
youth representatives, and village officials. Political communication theory and Harold Lasswell’s model serve
as the conceptual framework to analyze message transmission, actors involved, communication channels, and
the resulting socio-political impacts. Findings reveal that the Raja election functions not only as a contest for
authority but also as a symbolic arena for competing group interests. Communication channels are hybrid in
nature—oral interactions through informal community networks coexist with digital expressions via social
media, particularly Facebook, which facilitates public critique and opinion formation. The election process
significantly affects social values, religious practices, and public perceptions of legitimacy. This study
contributes a novel mapping of political communication’s role within adat institutions, offering insights for
integrating political communication approaches in local leadership studies and strengthening community-
based democracy in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan komunitas adat, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai struktur
formal yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial
yang tertanam kuat dalam nilai-nilai, ritus, dan narasi sejarah kolektif masyarakat (Dolezal &
Novelli, 2022; Hanami & Rahman, 2021; Mitra & Pal, 2022). Hal ini tampak nyata dalam praktik
pemilihan kepala pemerintahan adat, atau yang disebut Raja dalam konteks Maluku,
khususnya di Negeri Hitumessing, Kabupaten Maluku Tengah (Alaydrus et al., 2022;
Drestanta, 2023). Proses pemilihan Raja tidak hanya mempertanyakan siapa yang berhak
memimpin, tetapi juga siapa yang mampu merepresentasikan simbol-simbol budaya,
menjaga kohesi sosial, dan menavigasi kompleksitas politik lokal yang sering kali tidak tertulis.
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Persaingan dalam kepemimpinan adat ini kerap memicu gesekan sosial, perbedaan
pandangan antar kelompok, serta penguatan identitas primordial yang eksklusif. Dalam
konteks ini, komunikasi politik menjadi arena penting tempat berbagai kepentingan
dinegosiasikan dan legitimasi dikonstruksi bersama-sama maupun secara bersilang.

Dinamika tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji dalam menghadapi
tantangan modernisasi, kehadiran media digital, dan intervensi kebijakan dari luar komunitas.
Pemilihan Raja tidak lagi hanya berlangsung di rumah adat atau forum tradisional, tetapi juga
menjalar ke ruang-ruang digital seperti media sosial, tempat opini masyarakat dibentuk,
diperdebatkan, bahkan dipertentangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika di
Hitumessing mencerminkan bagaimana nilai-nilai adat yang idealnya menjadi perekat sosial
justru diuji oleh situasi politik lokal yang sarat kepentingan. Fakta-fakta ini bukan hanya
menandakan adanya urgensi persoalan, tetapi juga membuka ruang refleksi untuk meninjau
kembali peran komunikasi dalam menjaga demokrasi berbasis komunitas dan identitas
budaya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek kepemimpinan dalam
komunitas adat. Beberapa studi menekankan pentingnya struktur sosial tradisional dalam
reproduksi kekuasaan lokal (Anshori & SF, 2020; Eko & Putranto, 2021; Ibrahim, 2020), serta
legitimasi adat sebagai bentuk konsensus kultural melalui dialog sosial (Abiyanti, 2021;
Brauchler, 2020). Penelitian lain menunjukkan kuatnya pengaruh struktur adat dalam politik
lokal, dan bagaimana ritual menjadi sarana afirmasi kekuasaan simbolik (Alaydrus et al., 2022;
Hennidaa et al., 2020; Kirani, 2023). Modernisasi adat juga dikaji dalam konteks perubahan
nilai-nilai di masyarakat Negeri Tulehu, serta dinamika konflik kepemimpinan akibat
pergeseran dari sistem pewarisan ke kontestasi terbuka (Fenanlampir, 2020; Sulaeman et al.,
2022). Di sisi lain, studi-studi lebih mutakhir menunjukkan peran tokoh agama dalam politik
adat, serta penggunaan media sosial dalam komunikasi politik komunitas adat, diperkuat oleh
etnografi digital yang mencatat pergeseran partisipasi politik ke platform daring seperti
Facebook (Berenschot et al., 2023; Istania, 2022; Utama, 2020; Zain & Wardani, 2023).

Secara teoretis, komunikasi telah dipandang sebagai instrumen utama dalam
pembentukan makna sosial (Brauchler, 2021), di mana media dan simbol berperan penting
dalam distribusi kekuasaan (Aragon, 2022b; Maamor et al., 2023; Widianingsih et al., 2023).
Studi-studi politik lokal Indonesia menunjukkan tarik-menarik antara nilai adat dan
kepentingan modern (Genon, 2022), yang sejalan dengan gagasan tentang komunitas
imajiner (Hakim et al.,, 2023; Manaysay, 2020) dan simbolisme dalam politik tradisional
(Drestanta, 2023; Efendi et al., 2022; Sebastian, 2022).

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek struktural dan
konflik terbuka dalam sistem kepemimpinan adat, sementara dinamika komunikasi politik
sebagai medium negosiasi kekuasaan—baik secara lisan dalam forum adat maupun secara
digital di media sosial—belum banyak diperhatikan. Selain itu, konteks lokal Negeri
Hitumessing sebagai bagian dari sistem adat Maluku yang khas masih jarang disentuh dalam
studi kontemporer yang menjadikan komunikasi sebagai fokus utama analisis.
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Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk tidak hanya mengkaji mekanisme
pemilihan kepala pemerintahan adat di Negeri Hitumessing, tetapi juga memahami
bagaimana praktik komunikasi politik berlangsung sebagai proses negosiasi kekuasaan yang
menggabungkan bentuk-bentuk tradisional dan kontemporer. Di balik dinamika pemilihan
Raja, terdapat proses komunikasi yang penuh makna, di mana masyarakat tidak hanya
memilih pemimpin, tetapi juga membangun kembali identitas dan konsensus sosial. Dengan
menjadikan komunikasi politik sebagai lensa utama, penelitian ini bertujuan menjelaskan
bagaimana kekuasaan dinegosiasikan di antara berbagai aktor lokal dalam sistem adat Negeri
Hitumessing. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap relasi
kuasa, ekspresi simbolik, serta penggunaan media dalam proses kepemimpinan lokal.
Penelitian ini juga membuka ruang baru dalam kajian ilmu sosial dan politik, khususnya terkait
demokrasi berbasis komunitas dan revitalisasi nilai lokal dalam arus modernitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan metode ini
dilandasi oleh pertimbangan bahwa fenomena yang dikaji—yakni dinamika komunikasi politik
dalam pemilihan kepemimpinan adat (Raja) di Negeri Hitumessing—bukan sekadar peristiwa
empiris, tetapi mencerminkan konstruksi sosial yang kompleks, kaya akan makna, serta sarat
dengan simbolisme dan interaksi antaraktor. Sejalan dengan pendapat Creswell & Creswell
12018), pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk menggali makna-makna mendalam yang
hidup dalam realitas sosial yang tidak bisa direduksi menjadi angka semata. Oleh karena itu,
fokus penelitian ini bukanlah pada kuantitas suara atau statistik kekuasaan, melainkan pada
bagaimana kekuasaan itu dimaknai, dinegosiasikan, dan dikomunikasikan oleh masyarakat
adat secara sehari-hari.

Pemilihan Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagai
lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Negeri ini merepresentasikan salah satu komunitas adat
yang masih mempraktikkan sistem pemerintahan tradisional berbasis raja dan kewang,
namun dalam konteks sosial yang telah banyak dipengaruhi oleh modernitas, media sosial,
dan keterbukaan informasi. Hitumessing menjadi ruang yang menarik untuk diteliti karena ia
memuat paradoks antara pelestarian nilai-nilai adat dengan praktik-praktik komunikasi politik
modern (Asrawijaya & Hudayana, 2021; Benda-Beckmann, 2022; Utama et al., 2022). Dalam
beberapa tahun terakhir, proses pemilihan raja di negeri ini sering kali diwarnai dengan
dinamika komunikasi intens—baik dalam ranah formal seperti musyawarah adat, maupun
informal seperti percakapan di media sosial. Konteks ini menjadikan Negeri Hitumessing
sebagai medan sosial yang kaya untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dinegosiasikan
dalam lapisan komunikasi masyarakat.

Penelitian ini melibatkan 10 informan kunci, yang dipilih secara purposif berdasarkan
pertimbangan peran dan kedekatan mereka terhadap proses pemilihan raja serta kapasitas
mereka dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Informan tersebut terdiri dari: 1 Raja aktif
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Negeri Hitumessing, 2 tokoh adat (yang juga menjabat sebagai kepala Soa), 2 tokoh agama
(dari Gereja dan Masjid), 2 tokoh pemuda, 2 warga biasa yang aktif di media sosial lokal, dan
1 perangkat desa (Sekretaris Negeri). Mereka dipilih karena mewakili beragam sudut
pandang—dari elit adat hingga masyarakat akar rumput—yang memungkinkan peneliti
memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang. Teknik purposive sampling ini sesuai
dengan prinsip yang dikemukakan oleh Patton (2015) bahwa dalam penelitian kualitatif,
informan dipilih berdasarkan seberapa kaya informasi yang dapat mereka berikan, bukan
semata-mata berdasarkan jumlah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan
secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang
relevan dengan konteks sosial dan pengalaman subjektif para informan. Setiap wawancara
berlangsung antara 45 hingga 90 menit, dan dalam beberapa kasus, dilakukan lebih dari satu
kali untuk memperdalam informasi. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan adat
berlangsung, seperti saat musyawarah pemilihan raja atau upacara negeri, untuk mengamati
interaksi sosial dan pola komunikasi yang berlangsung secara natural. Observasi ini
memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik simbol dan gestur, yang sering kali
tidak terucapkan secara verbal (Aragon, 2022a; Berenschot et al., 2022; Binawan & Osawa,
2023). Adapun studi dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen seperti notulen rapat
negeri, keputusan adat, postingan media sosial (terutama Facebook), serta arsip berita lokal,
guna melengkapi dan memperkaya temuan lapangan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi
sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari
berbagai informan yang memiliki latar belakang sosial dan pandangan berbeda terhadap
proses pemilihan raja. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil
wawancara dengan data observasi dan dokumen. Metode ini sejalan dengan panduan yang
dikemukakan oleh Tamma & Duile (2020), yang menekankan pentingnya penggunaan
berbagai sumber dan pendekatan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas
temuan. Selain itu, proses member checking dilakukan dengan mengonfirmasi beberapa
kutipan dan interpretasi awal kepada informan, untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti
tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Sosial Komunikasi Politik dalam Masyarakat Adat

Ruang sosial komunikasi politik dalam masyarakat adat Negeri Hitumessing
memperlihatkan dinamika yang khas, di mana pesan-pesan politik tidak hanya disampaikan
melalui saluran formal, tetapi juga tertanam dalam jejaring sosial, kultural, dan spiritual
komunitas. Struktur sosial di negeri ini tersusun berdasarkan tatanan adat yang hierarkis
namun dinamis, yang menjadikan komunikasi sebagai instrumen penting dalam mengatur
harmoni dan konflik kekuasaan. Raja sebagai kepala pemerintahan adat berada di puncak
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struktur ini, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya terdapat struktur soa (marga),
lembaga kewang (penjaga hukum adat dan lingkungan), tokoh agama, pemuda, dan
masyarakat umum yang masing-masing memainkan peran signifikan dalam arus komunikasi
politik.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat (Tn. L) menunjukkan bahwa dalam
proses-proses penting seperti pemilihan raja, ruang komunikasi terbuka pertama kali melalui
musyawarah antar soa. Dalam musyawarah ini, pembicaraan tidak sekadar memutuskan
siapa calon raja yang akan diusung, tetapi lebih dalam lagi, menyangkut legitimasi adat,
hubungan genealogis, dan posisi historis soa dalam sejarah kepemimpinan Negeri
Hitumessing. Seorang informan dari unsur pemuda (Sdr. M) menyampaikan bahwa ruang-
ruang informal seperti rumah adat dan balai pertemuan soa menjadi tempat utama bagi
diskusi-diskusi politik, dan dalam ruang itulah suara pemuda, meskipun tidak dominan, tetap
mendapat tempat untuk didengar.

Dari observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa pola komunikasi lebih
mengandalkan interaksi langsung, baik melalui pertemuan resmi adat maupun percakapan
harian yang berlangsung di rumah-rumah warga, gereja, atau saat bekerja bersama di kebun.
Nilai-nilai adat seperti rasa hormat terhadap senioritas, kewajiban untuk menjaga
keharmonisan, dan larangan untuk mendahului ucapan tetua menjadi batasan-batasan yang
melekat dalam setiap proses komunikasi. Namun batasan itu bukan penghalang, melainkan
membentuk struktur komunikasi yang berbeda dari praktik politik modern: lebih kolektif,
berjenjang, dan penuh makna simbolik.

Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak berada dalam ruang yang steril atau bebas
nilai, tetapi sangat bergantung pada relasi sosial dan kultural yang hidup dalam komunitas.
Seperti diungkapkan Harnish (2021), komunikasi politik dalam komunitas tradisional bersifat
embedded, artinya ia menyatu dengan praktik hidup sehari-hari masyarakat dan tidak dapat
dipisahkan dari struktur sosial, nilai budaya, dan simbol-simbol kolektif yang dipegang
bersama. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam masyarakat adat bukan
sekadar transfer informasi, melainkan proses sosial yang menyeluruh, di mana pesan-pesan
politik dibentuk, dipertukarkan, dan dinegosiasikan melalui jaringan nilai dan norma yang
kompleks.

Lebih jauh lagi, posisi tokoh agama seperti pendeta atau pemuka keagamaan juga
menjadi aktor penting dalam komunikasi politik. Meskipun tidak secara eksplisit masuk dalam
struktur adat, otoritas moral yang mereka miliki menjadikan suara mereka turut
memengaruhi opini publik dan keputusan kolektif masyarakat. Salah satu informan (Pdt. N)
menuturkan bahwa dirinya sering dimintai pendapat oleh warga saat terjadi ketegangan
menjelang pemilihan raja. Pendapatnya dihargai bukan karena posisinya dalam adat,
melainkan karena ia dianggap sebagai penjaga nilai keadilan dan keharmonisan antar
kelompok. Dari perspektif komunikasi politik berbasis komunitas, sebagaimana dijelaskan
oleh Achmadi et al. (2021), keberhasilan komunikasi politik dalam masyarakat tidak hanya
ditentukan oleh pesan dan saluran, tetapi juga oleh kedalaman relasi sosial yang menopang
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interaksi tersebut. Dalam hal ini, komunitas adat seperti di Hitumessing menunjukkan bahwa
sistem komunikasi politik mereka berlangsung secara interpersonal, kolektif, dan simbolik, di
mana keputusan-keputusan politik tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan kultural.
Ruang sosial komunikasi politik di Negeri Hitumessing mencerminkan praktik negosiasi
kekuasaan yang kompleks, tidak melulu bersifat kontestatif, tetapi juga kolaboratif, penuh
nuansa, dan sangat berakar pada struktur sosial yang sudah ada sejak lama.

Komunikasi Politik sebagai Mekanisme Negosiasi Kekuasaan

Dalam ruang sosial masyarakat adat Negeri Hitumessing, komunikasi politik tidak
berjalan sebagai pertukaran pesan yang netral atau linier, melainkan sebagai mekanisme aktif
dalam menegosiasikan kekuasaan dan pengaruh antar kelompok sosial. Proses ini
berlangsung dalam lanskap yang kompleks, tempat di mana adat, kekeluargaan, sejarah, dan
teknologi bertemu dan saling bertaut. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi sarana utama
bagi aktor-aktor lokal—baik dari unsur adat, agama, pemuda, maupun warga biasa—untuk
membentuk posisi tawar mereka, memperluas aliansi, serta menegosiasikan legitimasi
terhadap kepemimpinan lokal, khususnya dalam momentum pemilihan raja.

Teori komunikasi politik dari Simido & Silva (2020), yang merumuskan model
komunikasi sebagai “who says what, in which channel, to whom, with what effect”, menjadi
sangat relevan untuk membaca praktik komunikasi kekuasaan di Negeri Hitumessing. Dalam
konteks lokal ini, pertanyaan tentang “who” merujuk pada aktor-aktor dominan seperti tokoh
adat, pemimpin soa, tokoh agama, dan generasi muda yang melek teknologi. Salah satu tokoh
pemuda (Sdr. A) menyampaikan bahwa dalam momen menjelang pemilihan raja, diskusi dan
narasi kepemimpinan tidak lagi dimonopoli oleh tetua adat, tetapi juga dikritisi oleh generasi
muda melalui unggahan Facebook dan pesan-pesan di grup WhatsApp. “Kami tahu siapa yang
didorong jadi raja, tapi kami juga punya pandangan sendiri. Kalau kami tidak setuju, kami
sampaikan di media sosial,” ujar Sdr. A dalam wawancara, menunjukkan bahwa ruang digital
kini menjadi medan baru dalam arus negosiasi kekuasaan.

Sementara itu, jawaban atas “says what” menunjukkan betapa pesan-pesan yang
dikomunikasikan sarat dengan makna simbolik dan politis. Dalam forum adat, isu yang
diangkat tidak selalu eksplisit menyebut nama calon raja, namun membicarakan kriteria
seperti silsilah, “darah adat”, kelayakan moral, dan kemampuan membawa negeri ke arah
yang lebih baik. Pesan ini dilapisi oleh nilai-nilai adat yang menyamarkan kontestasi dalam
narasi kebersamaan dan musyawarah. Namun di baliknya, tersimpan strategi untuk
menguatkan klaim legitimasi dan menjatuhkan lawan secara halus. Dalam satu pengamatan
pada pertemuan adat di rumah salah satu kepala soa, peneliti mencatat bahwa ungkapan
adat yang terdengar sejuk ternyata menyiratkan pesan penolakan terhadap calon yang
dianggap tidak memenuhi “syarat adat”.

“In which channel” dalam model Lasswell terbagi menjadi dua bentuk utama di
Hitumessing: komunikasi lisan dan digital. Komunikasi lisan tetap menjadi alat dominan,
terutama dalam pertemuan adat dan obrolan antar warga, karena kepercayaan terhadap nilai
face-to-face interaction masih tinggi. Namun, kanal digital seperti Facebook telah membuka
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ruang baru yang lebih bebas dan tidak dibatasi norma adat secara ketat. Dalam satu unggahan
Facebook yang diamati peneliti, seorang warga secara terbuka menyatakan kekecewaan
terhadap dominasi satu soa dalam pencalonan raja, yang memicu diskusi panjang dan bahkan
respons balasan dari akun-akun lain yang mengklaim mewakili keluarga besar tertentu.
Saluran digital ini memungkinkan artikulasi kritik tanpa harus melalui struktur adat yang
cenderung hierarkis, sekaligus menjadi arena baru bagi kompetisi simbolik antar kelompok.

“To whom” atau kepada siapa pesan ini diarahkan juga menunjukkan dinamika yang
menarik. Dalam forum adat, pesan biasanya ditujukan kepada pemangku adat dan kelompok-
kelompok soa lain sebagai bagian dari proses persuasi internal. Sementara di ruang digital,
pesan diarahkan ke publik yang lebih luas, termasuk warga diaspora Negeri Hitumessing yang
berada di luar daerah, tetapi tetap memiliki ikatan kultural dan kepentingan politik. Dengan
kata lain, audiens komunikasi politik tidak lagi terbatas secara geografis atau struktural,
melainkan mencakup komunitas yang bersifat transnasional namun tetap terikat dalam
identitas adat.

Akhirnya, elemen terakhir dalam model Lasswell, “with what effect”, menunjukkan
bahwa komunikasi ini memiliki dampak nyata terhadap struktur kekuasaan. Di satu sisi, ia
dapat memperkuat posisi seorang calon dengan membangun citra positif, menonjolkan
hubungan genealogis, atau mengasosiasikan calon tersebut dengan nilai-nilai keagamaan dan
moralitas. Di sisi lain, komunikasi juga berfungsi untuk mendiskreditkan pesaing secara halus
melalui narasi tentang pelanggaran adat, ketidakwajaran asal-usul, atau kurangnya
pengalaman. Salah satu tokoh agama (Pdt. S) mencatat bahwa “perdebatan di antara
keluarga besar bukan hanya soal siapa yang layak, tapi siapa yang bisa diterima secara adat
dan bisa menjaga kedamaian”, menandakan bahwa efek komunikasi politik menyentuh aspek
sosiokultural yang dalam. Konseptualisasi ini sejalan dengan pandangan Suartina (2022)
bahwa komunikasi politik adalah proses yang tidak pernah netral karena melibatkan
kekuasaan, simbol, dan kepentingan. Dalam masyarakat adat seperti Negeri Hitumessing,
komunikasi menjadi arena aktif dalam pembentukan narasi, mobilisasi dukungan, dan
penciptaan legitimasi.

Hibriditas Saluran Komunikasi: Dari Lisan ke Digital

Dalam dinamika komunikasi politik di Negeri Hitumessing, salah satu temuan menarik
yang muncul adalah hadirnya hibriditas saluran komunikasi: suatu kondisi di mana saluran
komunikasi lisan yang bersifat tradisional hidup berdampingan dan bahkan berinteraksi erat
dengan saluran komunikasi digital yang modern. Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan
perubahan teknis dalam cara warga berkomunikasi, tetapi juga menggambarkan transformasi
struktural dalam relasi sosial dan politik komunitas. Saluran komunikasi tidak lagi bersifat
tunggal dan linear, tetapi bersifat fleksibel, saling melengkapi, dan terkadang saling
menegosiasikan ruang serta otoritasnya dalam penyampaian pesan.

Secara tradisional, masyarakat adat di Negeri Hitumessing sangat mengandalkan
komunikasi lisan sebagai bentuk utama dalam menyampaikan pesan politik. Forum adat,
pertemuan keluarga besar (soa), serta obrolan antarwarga di rumah-rumah atau tempat
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ibadah merupakan arena di mana informasi dan opini dibentuk serta disebarkan. Dalam
pengamatan lapangan yang dilakukan pada sebuah pertemuan adat yang melibatkan kepala
soa, tokoh agama, dan warga senior, tampak bagaimana pemilihan kata, nada suara, dan
simbol-simbol adat digunakan untuk menyampaikan dukungan terhadap calon raja tertentu
secara implisit namun tegas. Di sinilah kekuatan komunikasi lisan memainkan perannya—
terikat pada norma kesopanan, adat istiadat, dan rasa hormat terhadap struktur hierarkis
masyarakat.

Namun, komunikasi semacam ini kini tidak lagi menjadi satu-satunya saluran. Seiring
meningkatnya akses terhadap teknologi digital, terutama media sosial seperti Facebook,
muncul pola komunikasi baru yang lebih terbuka, spontan, dan seringkali lebih kritis.
Beberapa informan muda, seperti Sdri. M dan Sdr. R, mengungkapkan bahwa Facebook telah
menjadi ruang “alternatif” yang bebas dari batasan adat yang ketat. Mereka mengakui bahwa
di media sosial, terutama dalam grup komunitas Negeri Hitumessing, masyarakat bisa
menyampaikan pendapat tentang siapa yang pantas menjadi raja, mengkritik dominasi
kelompok tertentu, bahkan membongkar isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu untuk
dibicarakan secara terbuka. “Kalau di rumah adat, kita harus ikut alur adat. Tapi di Facebook,
kita bisa bicara jujur,” kata Sdri. M, menggambarkan perbedaan atmosfer antara ruang lisan
dan ruang digital.

Salah satu pengamatan yang memperkuat pernyataan ini adalah analisis terhadap
unggahan dan komentar dalam grup Facebook warga Hitumessing. Dalam periode menjelang
pemilihan raja, diskusi meningkat tajam, dengan beragam postingan yang berisi dukungan
terhadap calon tertentu, serta kritik terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak
transparan. Beberapa akun anonim juga muncul dan ikut memberikan komentar bernada
satir terhadap calon tertentu atau keluarga yang dianggap terlalu dominan. Meski demikian,
komunikasi ini tidak lepas dari nilai-nilai lokal: beberapa pengguna masih menyelipkan bahasa
adat, atau mengutip pepatah Maluku sebagai bentuk peneguhan identitas budaya dalam
ruang digital.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep hybrid media system vyang
dikembangkan oleh Benda-Beckmann (2022), yang menekankan bahwa sistem media saat ini
tidak terbagi secara dikotomis antara media lama dan baru, tetapi terjalin dalam jaringan yang
kompleks dan saling bergantung. Dalam konteks Negeri Hitumessing, media lisan yang
tradisional tidak ditinggalkan, tetapi mengalami modifikasi melalui kehadiran media digital.
Warga dapat memulai diskusi secara adat dalam pertemuan keluarga, kemudian
melanjutkannya di ruang digital untuk memperluas jangkauan pesan dan memengaruhi opini
publik yang lebih luas, termasuk warga diaspora. Komunikasi menjadi lebih bersifat
“multisaluran”, dengan pesan yang kadang serupa namun dibungkus dalam format yang
berbeda sesuai konteks dan audiensnya.

Dalam praktiknya, hibriditas ini juga menciptakan dinamika kekuasaan baru. Di satu
sisi, ia memungkinkan partisipasi yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan mereka
yang tidak memiliki posisi struktural dalam adat. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan
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tantangan, seperti meningkatnya konflik antar kelompok, ketegangan antara adat dan
kebebasan berekspresi, serta kebutuhan untuk membangun etika komunikasi baru di ruang
digital. Salah satu tokoh agama, Bpk. L, menyampaikan keprihatinan bahwa “kalau diskusi
adat terlalu dibawa ke Facebook, nanti tidak ada lagi ruang tenang untuk menyelesaikan
persoalan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa walau digitalisasi memberi kebebasan, ia
juga bisa menggoyahkan harmoni yang dibangun dalam komunikasi lisan selama ini. Saluran
komunikasi dalam masyarakat adat tidak lagi eksklusif bersifat lisan atau digital, tetapi telah
menjadi sistem yang cair, saling memengaruhi, dan terus beradaptasi. Hibriditas ini tidak
hanya mencerminkan perubahan teknologi, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai, pola
kepemimpinan, serta cara komunitas menegosiasikan masa depan mereka dalam kerangka
adat dan demokrasi lokal.

Kontestasi Simbolik dan Perebutan Legitimasi

Dalam masyarakat adat seperti Negeri Hitumessing, proses pemilihan raja tidak
semata-mata dimaknai sebagai kontestasi politik dalam arti administratif, melainkan
merupakan panggung yang sarat dengan simbol, narasi sejarah, dan tafsir identitas kolektif.
Kekuasaan di sini tidak hanya tentang siapa yang menduduki posisi puncak pemerintahan
lokal, tetapi juga tentang siapa yang secara simbolik dianggap layak merepresentasikan
warisan budaya, nilai adat, dan kesinambungan sejarah komunitas. Dengan kata lain,
pemilihan raja adalah arena symbolic struggle—pertarungan untuk mendapatkan legitimasi
atas makna, bukan sekadar kekuasaan formal.

Observasi selama masa menjelang pemilihan raja menunjukkan bahwa berbagai
kelompok soa—keluarga besar adat yang memiliki hak genealogis tertentu—berlomba-lomba
memproduksi narasi tentang asal-usul mereka. Narasi ini kemudian digunakan untuk
memperkuat klaim bahwa merekalah yang paling sah dan pantas untuk mengisi posisi raja.
Dalam salah satu pertemuan keluarga besar yang dihadiri peneliti, diskusi berpusat bukan
pada kapasitas calon, melainkan pada cerita lama tentang nenek moyang yang disebut
sebagai “pendiri negeri” atau “pemegang amanah leluhur.” Dalam konteks ini, sejarah bukan
sesuatu yang tetap, tetapi terus-menerus ditafsirkan dan dikonstruksi ulang sebagai strategi
legitimasi.

Salah satu informan, Sdr. F, yang merupakan bagian dari kelompok adat tertentu,
menyampaikan bahwa “kami punya hak karena nenek moyang kami yang pertama kali datang
ke negeri ini.” Narasi ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. Y, dari soa lainnya,
yang menegaskan bahwa “dokumen tua dan cerita dari orang tua kami menunjukkan garis
keturunan yang lurus ke pendiri negeri.” Klaim-klaim ini menunjukkan bagaimana narasi
sejarah digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan posisi dalam kontestasi kepemimpinan.

Dalam praktiknya, tidak ada satu versi sejarah yang benar-benar dominan. Setiap
kelompok membawa interpretasi mereka sendiri terhadap sejarah dan adat, dan di sinilah
letak kompleksitasnya. Tafsir terhadap nilai adat—seperti makna istilah “raja” dan siapa yang
berhak menyandangnya—menjadi ruang kontestasi tersendiri. Seorang tokoh adat, Bpk. N,
bahkan menyampaikan bahwa “perdebatan bukan cuma soal siapa yang mau jadi raja, tapi

39


https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

Populis: Jurnal llmu Sosial dan limu Volume 19 No. 1 | November 2024
Politik https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047

siapa yang benar-benar tahu adat dan bisa jaga negeri sesuai nilai lama.” Artinya, perebutan
kepemimpinan juga menuntut pengakuan atas kapasitas simbolik, bukan hanya administratif.

Kontestasi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam komunitas adat ditentukan
oleh relasi antara simbol, sejarah, dan legitimasi sosial. Dalam kerangka teori symbolic power
yang dikemukakan oleh Saefullah (2023), kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang
punya otoritas legal, tetapi juga oleh mereka yang mampu menentukan makna yang diterima
secara luas oleh komunitas. Dalam konteks Negeri Hitumessing, kelompok yang berhasil
memaksakan narasi sejarah dan tafsir adatnya sebagai “versi paling sah” akan memiliki
keuntungan besar dalam merebut legitimasi sosial untuk menduduki posisi raja.

Pendekatan ini juga dikuatkan oleh studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh
Suartina (2022), yang menegaskan bahwa dalam komunitas lokal, terutama yang berbasis
tradisi, pertarungan simbolik lebih menentukan daripada sekadar jumlah dukungan eksplisit.
Perebutan makna, yang terwujud dalam klaim atas sejarah, keturunan, dan tafsir adat, adalah
bentuk komunikasi politik tingkat tinggi, yang berlangsung dalam bahasa yang halus, ritual,
serta kode simbolik yang hanya dipahami oleh mereka yang terlibat secara kultural (Fitriani
et al,, 2022; Herawati et al., 2021).

Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi lebih dari sekadar pertukaran informasi;
ia adalah proses kultural yang kompleks, di mana narasi, simbol, dan representasi memainkan
peran penting dalam menghasilkan dan mempertahankan legitimasi. Hal ini terlihat jelas
dalam bagaimana kelompok soa menggunakan ritual adat, penampilan dalam acara
komunitas, hingga penggunaan simbol-simbol visual seperti pakaian adat dan lambang
keluarga untuk memperkuat klaim mereka. Bahkan, dalam beberapa acara seremonial,
tampak bagaimana kehadiran kelompok tertentu dengan atribut khas menjadi pernyataan
diam-diam tentang eksistensi dan hak mereka dalam arena politik adat. Proses pemilihan raja
di Negeri Hitumessing bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan ruang
diskursif tempat berbagai aktor adat saling berhadapan dalam memperebutkan otoritas
simbolik atas makna, sejarah, dan masa depan komunitas. Inilah kontestasi yang berjalan di
bawah permukaan wacana formal, namun menentukan arah politik lokal secara mendalam
dan berkelanjutan.

Efek Sosial dan Politik: Perubahan Nilai, Agama, dan Pendidikan

Proses pemilihan raja di Negeri Hitumessing tidak berhenti pada keputusan siapa yang
akan memimpin, melainkan merembes jauh ke dalam tatanan sosial, nilai-nilai budaya, hingga
persepsi tentang agama dan pendidikan dalam masyarakat. Seperti arus yang menyusup ke
celah-celah batu karang, komunikasi politik yang mengiringi proses ini membawa serta
perubahan halus namun mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Kontestasi
simbolik yang intens dan strategi komunikasi yang beragam telah memengaruhi relasi antar
keluarga, memicu penyesuaian dalam praktik ritual adat, serta mengubah cara generasi muda
memandang politik dan otoritas lokal.

Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa pemilihan raja memunculkan
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ketegangan emosional di antara beberapa kelompok soa. Salah satu informan, Sdr. M,
mengungkapkan bahwa hubungan antara kerabat dekat menjadi renggang karena berbeda
dukungan dalam pemilihan. “Kami ini saudara, tapi sekarang jarang saling menyapa karena
beda pandangan soal siapa yang pantas jadi raja,” katanya. Ketegangan ini tidak selalu
meletus dalam konflik terbuka, tetapi terwujud dalam perubahan interaksi sehari-hari, seperti
ketidakhadiran dalam upacara keluarga atau acara adat bersama.

Lebih lanjut, dampak juga terlihat dalam dimensi keagamaan. Dalam sebuah observasi
di salah satu pertemuan doa mingguan, terlihat kelompok jemaat tertentu lebih didominasi
oleh satu afiliasi soa, sementara kelompok lainnya memilih untuk beribadah di tempat
berbeda. Meski masyarakat Negeri Hitumessing dikenal menjaga harmoni antar agama,
dinamika politik adat membuat garis perbedaan menjadi lebih kentara. Salah satu tokoh
agama, Bpk. H, mencatat bahwa “iman kami sama, tapi dalam soal raja, kami jadi saling curiga.
Ini tantangan besar bagi kami di gereja untuk tetap jaga persaudaraan.”

Dampak lain yang tak kalah penting muncul dalam persepsi generasi muda terhadap
politik lokal. Di kalangan pemuda, khususnya mereka yang aktif di media sosial dan memiliki
akses pendidikan tinggi, terjadi polarisasi antara dua sikap utama: sinisme terhadap sistem
adat yang dianggap kolot, dan kebanggaan terhadap identitas lokal yang ingin mereka
perbarui. Seorang pemuda, Sdr. L, menyatakan bahwa “kadang kami bingung, adat penting,
tapi kenapa bikin orang-orang tua berantem? Kami ingin adat yang bisa jalan bareng dengan
pendidikan dan pikiran terbuka.” Komentar ini menunjukkan adanya refleksi kritis dari
generasi muda terhadap cara kekuasaan dinegosiasikan di ruang adat, sekaligus membuka
peluang transformasi budaya ke depan.

Dalam konteks pendidikan, dinamika politik lokal juga menimbulkan efek menarik.
Beberapa keluarga menyatakan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka menjadi “terlalu
vokal” setelah mengetahui cara kerja politik adat melalui media sosial. Salah satu orang tua,
Sdr. R, mengeluh bahwa anaknya sering mengkritik tokoh adat di Facebook setelah pulang
dari kuliah di luar daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dan keterbukaan
informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik di tingkat komunitas, menciptakan
ketegangan antara nilai tradisional dan nalar kritis modern. Secara konseptual, dinamika ini
menguatkan gagasan bahwa komunikasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai saluran
penyampaian informasi atau persuasi politik semata. Komunikasi politik, sebagaimana
dijelaskan oleh Warburton (2018), adalah bentuk intervensi budaya yang membentuk dan
menata ulang relasi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Negeri Hitumessing, komunikasi
politik telah menjadi arena tempat nilai-nilai adat diolah kembali, identitas komunitas
dipertaruhkan, dan batas antara yang sakral dan yang profan dinegosiasikan ulang.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Penelitian ini
menunjukkan perlunya merancang model komunikasi politik yang lebih partisipatif dan
berbasis nilai lokal. Kanal-kanal komunikasi yang menghormati struktur sosial tradisional,
namun juga membuka ruang dialog kritis bagi generasi muda, sangat diperlukan. Misalnya,
forum musyawarah adat dapat dikembangkan menjadi ruang deliberatif yang inklusif, yang
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melibatkan perwakilan pemuda, perempuan, dan kelompok minoritas soa, sehingga tidak
hanya mereproduksi kekuasaan lama, tetapi juga membuka jalan bagi demokrasi
komunitarian yang lebih dinamis. Pemilihan raja bukan hanya menjadi momentum politik
biasa, tetapi juga menjadi medium transformasi sosial yang kompleks. Komunikasi politik
dalam ruang adat menunjukkan dirinya sebagai medan kebudayaan, di mana makna, nilai,
dan otoritas diproduksi dan diperdebatkan secara terus-menerus.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dinamika komunikasi politik dalam
proses pemilihan kepemimpinan adat di Negeri Hitumessing merepresentasikan mekanisme
negosiasi kekuasaan vyang berlangsung dalam ranah sosial-kultural yang terus
bertransformasi. Proses komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan politik,
melainkan menjadi arena strategis bagi aktor-aktor lokal untuk membangun legitimasi,
memobilisasi dukungan, dan mempertahankan identitas dalam kontestasi kepemimpinan
yang sarat simbolisme dan tarik-menarik kepentingan antar-soa. Integrasi antara praktik
komunikasi tradisional—seperti musyawarah adat dan relasi patron-klien—dengan media
digital, khususnya Facebook, telah membuka ruang baru bagi artikulasi politik warga,
termasuk generasi muda yang memainkan peran kunci dalam mendorong keterbukaan dan
perubahan pola komunikasi kekuasaan. Dengan pendekatan yang peka terhadap konteks
budaya, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa pemilihan raja tidak sekadar menjadi
ritual adat, tetapi merupakan ekspresi dari transformasi sosial dan politik lokal yang
kompleks. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai komunikasi politik dalam
komunitas adat, serta menawarkan kontribusi konseptual terhadap studi kepemimpinan lokal
dan demokrasi komunitarian berbasis nilai-nilai kultural yang adaptif terhadap arus
modernitas.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk
pemberian persetujuan yang diinformasikan (informed consent), perlindungan terhadap
kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian
khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan,
kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan
eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan
informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi
untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dibatasi
hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi
substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas
wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan
konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan
kesimpulan artikel ini.
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